KEPALA DESA GASOL KECAMATAN CUGENANG

KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA GASOL
NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GASOL

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

KEPALA DESA GASOL,

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip lkebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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10.

11.

12,

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor4355);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Peratuan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Viris
Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S558);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Desease 2019 (Covid-19);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 210);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid- 1 9);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019
(Covid-19);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
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16,

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

Peraturan Mentenn Dalam Negen Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa (Berta Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 61 1);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 Tentanp Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan
Pemberdayvaan Masvarakat Desa;

Peraturan Mentern Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia  Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau
Mengahdapi Ancaman Yang Mebahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1641},

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat
Edaran Menteri Desa,Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat
Karya Tunai Desa;

Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor -
1261/PRIL.00/1V/2020 tanggal 14 April 2020 tentang
Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karva
Tunai Desa, -
Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021,

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2015 Nomar 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor
40);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73),
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018
Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor
79);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor
17);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020
Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2020 Nomor 68);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
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Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyvelenggaraan
Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 Nomor 8.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13):
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor
40);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018
Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor
79);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor
17);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020
Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2020 Nomor 68);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
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MENETAPKAN :

42,

43.

44,

46.

48.

49
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dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
Peraturan Bupati Cianjur Nomeor 02 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran,
Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 201 Nomor 02);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021
Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor : 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang
Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Desa;

Peraturan Desa Gasol Nomor 01 Tahun 2018 Tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran
Desa Gasol Tahun 2018 Nomor 01);

Peraturan Desa Gasol Nomor 06 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa
Gasol Tahun 2020 (Lembaran Desa Gasol Tahun 2020
Nomor 6);

Peraturan Desa Gasol Nomor 04 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Desa Gasol Tahun 2020 - 2026
(Lembaran Desa Gasol Tahun 2020 Nomor 4);
Peraturan Desa Gasol Nomor 02 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Desa Gasol Tahun 2020

Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan
KEPALA DESA GASOL

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GASOL TAHUN

ANGGARAN 2021
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gasol Tahun Anggaran 2021

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 2.093.342.600,-
2. Belanja Desa Rp. 1.894.811.667,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Rp. 1.469.067,00,-
b. Pengeluaran Rp. 200.000.000,-
Pemnbiayaan Netto (Selisih Penerimaan (Rp. 198.530.933,-)

Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan)

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yvang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivita
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pPemerintah Desa;

S pemerintah

SEE T e
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d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan vang disebabkan oleh kejadian luar biasa
dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

da.

b.

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
obyek belanja; dan

kegiatan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dalam Lembaran Desa Gasol.
Ditetapkan di Gasol
Pada tanggal : 18 Februari 2021
KEPALA DESA GASOL
TTD

SITI UCU HOLISOH

Diundangkan di : Gasol

ERGSUTISNA
¥dn Desa Gasol Nomor 02 Tahun 2021

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAMN

PERATLIRAN DESA GASOL

NOMOR 2 TAHUN 2621

TENTANG

AMGGARAN PENDAPATAN DAM BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GASOL
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK URALAN *N?gﬁ?m KETERANGAN
1 2 : 4
4. PENDAPATAN
41 Perdapalan Ask Desa 13440 200,00
42 Perdapalan Transfer 2.079.902.400,00
43 Perdapalan Lan lan 0.00
JUMLAH PENDAPAT AR 2.053.342.600,00
s, BELANJA
5.1. Belanja Pegawa 457 248.800,00
52 Belanja Barang dan Jasa 505.385 B67,00
59 Belarja Moda! 109 .7€9.000.00
54 Betanja Tdak Terduga 822.417.000,00
JUMLAH BELAMNJA 1.254.811.667,00
SURPLUS / (DEFISIT) 188 530.933,00
6. PEMBIAY AAN
B.1 Penerimaan Pembiayaan 1 463 057,00
B.1.1. SILPA Tanun Sebelumnya
6.2 Pengaluaran Pemblayam
622 Penyertaan Modal Desa
PEMBIAYAAN NETTC
SISA LEBIH PEMBIAYAAN AEAHM

[P e
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LAMPIRAMN

PERATURAN DESA GASOL

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAMN DAN BELAMJA DESZ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GASOL

TAHUN ANGGARAN 2021
neingno URAIAN ﬁﬂﬁ%ﬁm SUMBERDANA
1 2 3 4 ]
4. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asl Desa 13.440.200,00
42. Pendapatan Trangler 2.079.902 400,00
43, Pendapatan Lan lan 0,00
JUMLAH PENDAPATAM 2.093.342.600,00
s. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 819.157.467,00
1.1. Penyeienggaran Belan|a Siitap, Tunjangan dan Operasional 650.639.000,00
Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegla
1.1.01 Penyadaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 43.980.000,00 | ADD
1.1.01 | 51, Balanja Pegawa 43.920.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkal Desa 332.070.24000 | ADD
1.1.02 | 51, Belanja Pegawa 332.070.240,00
1.1.03 Penyatiaan Jaminan Scsial bagi Kepala Desa dan Peranghal Desa 5818.560,00 | ADD
1.1.03 | 51, Belanja Pegawai 5.818.560,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemenntah Desa (ATK, Honer PKEKD dan PPKD, P 11.893.200.00 | PAD
erlenghapan Perkantoran, pakaan
1.1.04 | 52 Belana Barang dan Jasa 11.893.200.00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 52.880.000,00 | ADD, PaP
1.1.05 | 51. Belanja Pegawal 52.880.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Periengkapan Perk 1547.000,00 | PAD
antoran, Pakaan Seragam, per]
1.1.06 | 52. Belanya Barang dan Ja<a 1.547,000,00
1.1.07 Penyedaan insentd!Operasional RT/AW 168.000.000,00 | ADD
1107 | 52 Betara Barang dan Jasa 168 000.000,00
1.1.90 Tunjangan Penghasian Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 22.500.000,00 | PeR
1190 | 51, Belanja Pegawai 22.500 000,00
1.1.99 Lan lan Sub Bdang Sitap dan Oparasional Pemerintahan Desa 12.000.000,00 | ADD
1199 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
12, Penyediaan Sarana Presarana Pemerintahan Desa 68.250.000,00
1209 ;mewmmmsﬁmmm Godung/Prasarana Kantor Desa (Dipl 64.050.000,00 | pap
1203 | 53 Belanja Moda £4.050.000,00
1290 Bantuan Puisa untuk Kegiatan Sapa Warga 4.200.000,00 | pap
12.90 | 52, Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

I oo 1238 48

Halaman 1
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KODE

ANGGARAN

ABXEMNG URAIAN e SUMBERDANA
1 2 3 4 ]

13. Adminisirasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 29.575.000,00

1302 Ponyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 29.575.000,00 | DOS

1302 | 52, Belanja Barang dan Jasa 29.575.000,00

14, Tata Prajs Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 40.250.067,00

140 :&n:;ﬁwmman Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re 5.050.000,00 | ADD

1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.050 000,00

1.4.07 ;errfusunm Laporan Kepata Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarak 1.469.067,00 | DL

1407 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1.469.067,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Infermasi Desa 29.704.000,00 | 00S

1408 | 52, Belanja Barang dan Jasa 6.584.000,00

1408 | 53 Belanja Moda! 23.210.000,00

1.4.10 Dukungan Peaksanaan & Sesialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan 3.945000,00 | ADD
Perangkal Desa, dan Pemilih

1410 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.945.000,00

15, Sub Bidang Pertanahan 30.385.400,00

1.5.05 Penyuluhan Pertanahan 24.167.900,00 | PBH

1.5.05 | 52. Belanja Barang dan Jasa 24.167.900,00

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) E217.500,00 | PRH

1506 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.217.500,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 157.053.000,00

2.1, Sub Bidang Pendidlkan 65.600.000,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPATKATPQMadrasah NonFormal Milik Desa ( £5.600.000,00 | ADD, DDS
Honex, Pakavan dll)

2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 65.600.000,00

22, Sub Bldang Keschalan 72.753.000,00

22.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insenlit) 27.355.000,00 | DDS

2202 | s2. Belanja Barang dan Jasa 27.355.000,00

2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader 10.148.000,00 | ppS
Kesehatan i)

2203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.148.000,00

22,04 Penyslenggaraan Desa Siaga Kesehatan 13.500.000,00 | DDS

2204 | 52 Balanja Barang dan Jasa 13.500.000,00

2209 PenbmgunmﬂehablmaﬂPmnmalmme Sarana/Prasarana 21.750.000,00 | pDS, PBP
Posyandu/Polindes/PKD **

2209 | 52 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00

2209 | 53 Belanja Modal 5.000.000,00

2.6. Sub Bldang Perhubungan, Komunikasl dan Informatiks 18.700.000,00

26.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho D) 18.700.000,00 | pOS, PP

2602 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

26.02 | 53 Belanja Modal 17.500.000,00
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3 BIDANG PEMBINAAN KEMASY ARAKATAN 34.269.200,00
1 Sub Bidang Ketentaraman. Ketertiban Umum dan Perfindungan 1.421.200.00
Mesyarakst
e Penguatan & Penmghatar Mapastas Tenagn Keamanan Ketartihan oieh Parmd 142120000 | ADD
"
3102 | 52 Balarya Raran) dan Jasa 1.421.200.00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Kesgamaan 21.813.000,00
2 Peayeinngoaran Feetvid Kesenan, Adat Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT & 2181300000 | DOS
I Raya Kaagarmamn g}
320 | 52 Balarya Barang dan Jasa 21.613.000.00
34, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 11.035.000,00
da Pombnaan PKK 11.035.000,00 | AD
J4am | 52 Belanja Barang dam Jasa 11035 000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 61.915.000.00
42 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 7.000.000,00
42m "'T-rmm" Produks: Tanaman Pangan (alaf produksi pengeicl aan/pangging 7.000.000,00 | oos
an
4201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.00Q 000,00
44, Sub Bidang Pemberdaysan Perempuan, Perlindungan Anak dan 6.000.000,00
Keluarga
4402 Peiatihan dan Penyufuhan Perindungan Anak 6.000.000.00 | DOS
4402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.00
45, Sub Bidang Koperasl, Usaha Micro Kecil dan Menengah [UMKM) 6.455.000,00
4501 Pelathan Mangemen KoperasiKUD/AUMKM 6.455.000,00 | oos
4501 | s2 Belana Barang dan Jasa 6.455.000,00
a7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 42.450.000,00
4.7.04 :‘;v;h:art&aw?as:':tasfpemm’?ammngm kelompok usana ekonom) pr 42.480.000,00 | DOS
AT4 | 52 Belanya Barang dan Jasa 42.450.000,00
] §22.417,000.00
51. 102.417.000,00
51.00 Penanggulanan Bencana 102.417.000.00 | DOS
5100 | 5.4, Belarya Tidak Terduga 102.417.000.00
53. Sub Bidang Keadaan Mendesak 720.000.000,00
5300 Penanganan Keadaan Mendesa 720.000.000.00 | pos
5300 | 54. Bolarya Tdak Terduga 720.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.894.811.667,00
SURPLUS / (DEFISIT) 198.530.933,00
6. PEMBIAY AAN
6.1. Penenmaan Pembayaan 1.455.067,00
6.2. Pengaiuaran Pemixayaan 200.000.000.00
PEMBIAYAAN NETTC _ (188.530.833,00)
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